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Abstrak
 

Dalam rangka menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah

Indonesia. Pendaftaran tanah di Indonesia menganut sistem publikasi negatif yang mengandung unsur

positif, hal ini terlihat dengan dihasilkannya surat-surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat

pembuktian yang kuat. Sertipikat hak atas tanah merupakan tanda bukti hak atas tanah yang kuat yang

merupakan satu-satunya alat bukti kepemilikan tanah yang diakui Undang-Undang. Dengan diberlakukan

sistem publikasi negatif yang mengandung unsur positif banyak menimbulkan permasalahan dalam bidang

pertanahan; salah satunya bagaimanakah keadaan pembuktian sertipikat hak atas tanah terhadap tanda bukti

girik pada suatu bidang tanah yang terletak dilokasi yang sama dan bagaimanakah kekuatan sertipikat hak

atas tanah dapat membatalkan kepemilikan tanah yang belum didaftar. Hal ini dapat dijawab oleh sistem

pendaftaran tanah yang mengatur bahwa Sertipikat Hak Atas Tanah bukan merupakan suatu tanda bukti

kepemilikan yang mutlak/ sempurna tetapi merupakan tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian

yang kuat, sepanjang data fisik dan data yuridis sesuai dengan data yang ada di kantor pertanahan,

sedangkan tanda bukti girik merupakan surat pengenaan pajak atas nama pemilik tanah dan sekaligus juga

merupakan tanda pembayaran pajak sehingga bukan merupakan bukti kepemilikan. Selanjutnya hilangnya

tanah yang belum didaftar berdasarkan kekuatan sertipikat yang telah diterbitkan sertipikat untuk tanah

bersangkutan atas nama pihak lain dapat terjadi apabila tanah tersebut ditelantarkan oleh pemiliknya selama

suatu jangka waktu yang diatur Undang-Undang dan pemilik asli tanah itu dapat kehilangan haknya atas

tanah yang bersangkutan. Penelitian ini menggunakan studi kepustakaan yang bersifat yuridis normatif.

......

For guarantying the certainty of law, government conducting land registration all over Indonesian territory.

Indonesian land registration prepare to negative publication system contains to positive elements, it proven

by documents of right function as a powerful evidential tool. This negative publication system contains to

positive elements, causing a lot of problem such as how land certificate guarantee its right versus letter c on

the same land object, and how powerful land certificate can deny right upon unregistered land. This problem

can be solved by land registration system which stating that the land certificate was not the most perfect

ownership evidence, but it function as the strongest evidential tool, as long as the physical data and the

juridical data at the land office registration match, on the contrary letter c is a tax document letter, function

to prove tax payment not an ownership right. On the other hand the cancel of ownership right upon

registered land based on the strength of a certificate could happen if only the land was abandon by the owner

in the time of land act mention could cause loss of ownership right. This thesis using library research center

point to normative law.
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